
Menimbang :a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila clan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 harus cliwujudkan melalui 
pembangunan perekonomian daerah berdasarkan 
demokrasi ekonomi; 

b. bahwa da]am rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha 
Mikro, Kecil, clan Menengah perlu diberdayakan 
sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang 
mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis 
untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah 
yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan 
serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 
ketahanan ekonomi; 

c. bahwa pemberdayaan Usaha Milcro, Kecil, dan 
Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 
perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan 
berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang 
kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, 
perlindungan, dan pengembangan usaha seluas­ 
luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, 
peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, 
penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan 
kemiskinan; 

d. bahwa dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah, perlu peningkatan kemampuan sumber 
daya manusia da]am bidang manajemen, permodalan, 
teknologi dan kemampuan berkompetensi, sehingga 
memiliki daya saing yang lebih kuat sebagai pelaku 
ekonom.i; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BATANG, 

TENTANG 

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR TAHUN 2017 

BUPATI BATANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

santoso
Typewritten text
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Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan sebagaimana telah cliubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang 
berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesa Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 3632); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3821); 

8. Undang-Undang. Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);. 

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4297); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 



3 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5059); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa. kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5772); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3718); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang 
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3743); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN 

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 

dan 
BUPATI BATANG 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah {Lembaran 
Negara Republik. Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5404); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887}; 

22. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 
Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 
Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil 
dan M.enengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten 
Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 
2013 Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Penataaan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten 
BatangTahun 2014 Nomor 6); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Nomor 9); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Batang. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kabupaten 
Ba tang. 

5. Dinas adalah. Dinas yang membidangi urusan usah.a mikro, kecil 
dan menengah Kabupaten Batang. 

6. Instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

7. Organisasi Perangk:at Daerah. yang selanjutnya disingkat OPD adalah. 
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas 
pemerintahan di bidang ekonomi atau OPD lain sesuai 
kewenangannya. . 

8. Camat adalah. pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah 
kerjanya meliputi desa atau kelurahan yang bersangkutan. 

9. Usah.a Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 
Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. 

10. Usah.a Kecil adalah. usah.a ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusah.aan atau bukan cabang perusah.aan 
yang dimiliki, clikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usah.a Besar yang 
memenuhi kriteria Usah.a Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan 
daerah ini. 

11. Usaha Menengah adalah. usaha ekonomi produktif yang bercliri 
sendiri, yang clilakukan oleh orang perorangan atau badan usah.a 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang climiliki, clikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usah.a Besar dengan jumlah 
kekayaan bersih atau hasil penjualan tah.unan sebagaimana diatur 
dalam peraturan daerah. ini. 

12. Usah.a Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 
badan usah.a dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 
tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha 
nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha 
asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

13. Usaha Milcro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat 
UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang clilakukan oleh 
kelompok usah.a mikro, kecil, dan menengah.. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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14. Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan 
usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha. 

15. Hasil Penjualan Tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang 
berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun 
buku. 

16. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk 
pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, 
sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, 
dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya. 

17. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan 
Usaha Mila'o, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, 
bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik 
langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling 
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang 
melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha 
Besar. 

19. Ik1im Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan 
ekonomi, agar Usaha Mila'o, Kecil, dan Menengah memperoleh 
pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan 
berusaha yang seluas-luasnya. 

20. Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HAKI adalah 
Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara pada pemilik Kekayaan 
Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

21. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan 
intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, 
ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

22. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk 
menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi 
oleh pelaku usaha. 

23. Dunia Usaha adalah Usaha Mila'o, Usaha Kecil, Usaha Menengah, 
dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten 
Batang dan berdomisili di Kabupaten Batang. 

24. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK 
adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil 
dalam bentuk satu lembar. 

25. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri 
sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan 
kepentingan yang sama. 

26. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 
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didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan 
dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan 
menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat. 

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat 
APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik 
Indonesia. 

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi selanjutnya 
disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ba tang. 

30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

31. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan 
Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara/ daerah 
pada umumnya. 

32. Unit Kerja pada OPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya 
disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Organisasi 
Perangkat Daerah di linglrungan Pemerintah Daerah yang 
menerapkan PPK- BLUD. 

33. Pimpinan BLUD-Unit Kerja adalah Pejabat pengelola BLUD yang 
merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas 
penggunaan anggaran pada BLUD-Unit Kerja. 

34. Hibah Daerah yang selanjutnya disebut hibah adalah pemberian 
dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain 
kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik 
telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. 

35. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh BLUD-Unit Kerja 
untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan 
menengah yang berada di bawah pembinaan Dinas. 

36. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
yang betwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran 
pada Organisasi Perangkat Daerah. 

37. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA 
untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 
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Pasal 4 
Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil 
dan menengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. Pemberdayaan; 
b. Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan; 
c. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
d. Penumbuhan Iklim Usaha dan Perlindungan Usaha; 
e. Pengembangan Usaha; 
f. Pembiayaan dan Penjaminan; 
g. Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Pelaksana 

Pinjaman; 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk: 
a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk 

menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah; 
b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha 

mikro, kecil dan menengah; 
c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang 

lebih luas; 
d. melindungi usaha mikro, kecil dan menengah; 
e. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah sebagai 

pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis 
pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme 
pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta 
sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 

f. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 

g. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, 
kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 

h. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam 
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 
kemiskinan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Maksud Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk 
mewujudkan sistem Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki 
semangat eflsiensi, produktifitas, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan 
melalui manajemen informasi dan sumberdaya secara optimal dan 
berkesinambungan. 

38. Lembaga perantara adalah pihak ketiga yang bermitra dengan BLUD 
Unit Kerja sebagai perantara dalam kegiatan pengelolaan dana 
bergulir bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. 
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Pasal 6 
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam 
bentulc 
a. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 

manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan 
pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah; 

b. membantu penguatan kelembagaan dan usaha; 
c. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas 

pendukung dalam proses produksi; 
d. pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses 

pasar; 
e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan 

instansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku; 

f. membantu penguatan permodalan; dan 
g. fasilitasi HAKI, PIRT,HO dan BPOM. 

Bagian Kedua 
Bentuk 

Pasal 5 
Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai 
berikut: 
a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; 
b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 

berkeadilan; 
c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar 

sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan 
e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

secara terpadu. 

Bagian Kesatu 
Prinsip 

BAB IV 
PEMBERDAYAAN 

h. Pengelola Dana Bergulir; 
i. Penyaluran Dana Bergulir; 
j. Kemitraan dan Jaringan Usaha; 
k. Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro, Keeil, dan 

Menengah; dan 
1. Sanksi Administrasi, 



10 

Pasal 10 
(1) Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat 

dipercepat dan diperluas. 
(2) Percepatan dan perluasan sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilakukan 
dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan/ atau asosiasi. 

Bagi.an Kelima 
Percepatan dan Perluasan 

Pasal 9 
(1) Setiap Usaha Menengah dapat mengikuti program pemberdayaan. 
(2) Untuk dapat mengikuti program pemberdayaan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1), Usaha Menengah harus menyerahkan 
salinan; 
a. Akta Pendirian; 
b. Ijin Usaha; 
c. Tanda Daftar Perusahaan dan/ atau Tanda Daftar Industri; 
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
e. Laporan Keuangan dua tahun terakhir; dan 
f. Rencana Penggunaan Dana. 

(3) Dalam hal pemberdayaan penguatan permodalan, Usaha Menengah 
harus menyerabkan agunan. 

(4) Dana harus digunakan sesuai peruntukannya dan sesuai dengan 
rencana penggunaan dana. 

Pasal 8 
(1) Setiap Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat mengikuti program 

pemberdayaan. 
(2) Untuk dapat mengikuti program pemberdayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus 
menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha dan 
IUMK yang diterbitkan oleh Cam.at yang mendapatkan pendelegasian 
kewenangan dari Bupati. 

(3) Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. 

Bagi.an Keempat 
Persyaratan 

Pasal 7 
( 1) Bupati membantu penguatan permodalan UMKM. 
(2) Penguatan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan dalam bentuk penyediaan dana penguatan modal. 
(3) Dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang 
ditunjuk. 

Bagi.an Ketiga 
Permodalan 
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Pasal 14 
( 1) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah 

dan non pemerintah dalam penyelenggaraan pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. pengawasan; 
d. pelaporan; dan 
e. evaluasi. 

(3) Dalam pelaksanaan koordinasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah wajib dilakukan antara instansi terkait dan Dinas yang 
membidangi urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Bagian Kedua 
Koordinasi Pemberdayaan 

Pasal 13 
(1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat ( 1) dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN 
serta sumber dana lain yang sah. 

(2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan 
dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pinjaman, 
penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah. 

Pasal 12 
(1) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah dan instansi terkait. 
(2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam Pasal ini wajib berkoordinasi dengan Dinas. 

Pasal 11 
Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, maupun 
lembaga pendidikan. 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Pemberdayaan 

BABV 
PELAKSANAAN DAN KOORDINASl PEMBERDAYAAN 

(3) Pengelompokan dan/ atau asosiasi dapat dikembangkan lebih lanjut 
menjadi suatu kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 16 
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penumbubkan Iklim Usaha yang 

mendulrung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan 
menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek: 
a. pendanaan; 
b. sarana dan prasarana; 
c. informasi usaha; 
d. kemitraan; 
e. perizinan usaha; 
f. kesempatan berusaha; 
g. promosi dagang (pemasaran); dan 
h. dukungan kelembagaan. 

(2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penclidikan 
dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu 
menumbuhkan ik1im usaba se~agaimana dimaksud pada ayat (1). 

Bagian Kesatu 
Penumbuhan Iklim Usaha 

BAB VII 
PENUMBUHAN IKLIM USAHA DAN PERLINDUNGAN USAHA 

Pasal 15 
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. memililci kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima 
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 

b. memiliki basil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 
(tiga ratus juta rupiah). 

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 
(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha; atau 

b. memiliki basil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
nilai nominalnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

BAB VI 
KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 
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Pasal 20 
Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d 
ditujukan untuk: 
a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan 

Usaha Besar; 
c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 

pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 

d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 
pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 
dan Usaha Besar; 

Pasal 19 
lnformasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c 
ditujukan untuk: 
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan 

informasi bisnis; 
b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, 

sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi., 
dan mutu; dan 

c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi. semua 
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala infonnasi 
usaha. 

Pasal 18 
Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf b ditujukan untuk: 
a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan 

mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
dan 

b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi. Usaha Milcro, 
Kecil dan Menengah. 

Pasal 17 
Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a 
ditujukan untuk: 
a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan 
lembaga keuangan bukan bank; 

b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya 
sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, 
tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk 
mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang 
disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik 
yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah 
dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
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Pasal23 
Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, 
ditujukan untuk: 
a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 

dalam dan di luar negeri; 

Pasal 22 
Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) 
huruf f ditujukan untuk: 
a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian 

lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi 
pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi 
pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; 

b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di 
subsektor perdagangan retail; · 

c. mengkoordinasikan agar Usaha Besar menyediakan ruang tempat 
usaha paling sedikit 2% (dua persen) dari seluruh tempat usaha yang 
dibangun bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

d. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki 
kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan 
budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; 

e. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha 
Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah; 

f. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah; 

g. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha 
Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; 

h. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan 
kerja Pemerintah Daerah; 

i. memprioritaskan pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di 
daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja 
yang dila.ksanakan; dan 

J. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 

Pasal 21 
Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hurnf e 
ditujukan untuk: 
a. menyederhana.kan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem 

pelayanan terpadu satu pintu; dan 
b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan 

keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. 

e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha 
Mila'o, Kecil, dan Menengah; 

f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya 
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan 

g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh 
orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 
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Pasal 26 
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam 

bi dang: 
a. produksi dan pengolahan; 
b. pemasaran; 
c. sumber daya manusia; dan 
d. desain dan teknologi. 

BAB VIIl 
PENGEMBANGAN USAHA 

(3) Bentuk-bentuk perlindungan usaha tersebut berupa: 
a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha 

oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan 
tidak sehat lainnya; 

c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan 
Pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan 

d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah. 

Pasal 25 
(1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

Lembaga Pendiclikan dan masyarakat wajib memberikan 
perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

(2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
upaya yang diambkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar. 

Bagian Kedua 
Perlindungan Usaha 

Pasal 24 
Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) 
huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi 
inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan 
mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga 
pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; 

c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan 
secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar 
negeri; dan 

d. memfasilitasi pemilikan hale atas kekayaan intelektual atas produk 
dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha 
dalam negeri dan ekspor. 
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Pasal 30 
Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (I) huruf d dilakukan dengan cara: 
a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta 

pengendalian mutu; 
b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; 
c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di 

bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; 
d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 

mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan. hidup; dan 
e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh 

sertifikat hak atas kekayaan intelektual. 

Pasal 29 
Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (I) huruf c dilakukan dengan cara: 
a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; 
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan 
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan 

untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan 
kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. 

Pasal 28 
Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1) hurufb dilakukan dengan cara: 
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; 
b. menyebarluaskan informasi pasar; 
c. meningkatkan kemampuan manajemen dan telmik pemasaran; 
d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji 

coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan 
promosi bagi Usaha Mikro dan Kecil; 

e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan 
distribusi; dan 

f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasa.ran. 

Pasal 27 
Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa1 26 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: 
a. meningkatkan telmik produksi dan pengolahan serta kemampuan 

manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, 

produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan 
kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan 
pengolahan; dan 

d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi 
Usaha Menengah. 

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan 
pengembangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). 
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Pasal 33 
(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Milera dan Kecil terhadap sumber 

pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah 
Daerah: 
a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan 

lembaga keuangan bukan bank; 
b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan 

lembaga penjamin kredit; dan 
c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi 

persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. 
(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif 

meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau 
kredit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan cara: 

Pasal 32 
Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mi.kro dan 
Kecil, Pemerintah daerah melakukan upaya: 
a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan 

lembaga keuangan bukan bank; 
b. pengembangan lembaga modal ventura; 
c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; 
d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui 

simpan pinjam dan jasa keuangan konvensional dan syariah; dan 
e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan penmdang-undangan. 

Pasal 31 
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediakan pembiayaan bagi 

Usaha Mikro dan Kecil. 
(2) Sadan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari 

penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha 
Milera dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, 
hibah, dan pembiayaan Iainnya. 

(3) Usaha Besar daerah dapat menyediakan pembiayaan yang 
dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian 
pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 

(4) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, 
mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber 
pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro 
dan Kecil. 

(5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk 
kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan 
prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang 
menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. 

Bagian Kesatu 
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil 

BAB IX 
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN 
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Pasal 36 
(1) Kegiatan pembiayaan dan penjaminan Usaha Milcro, Kecil dan 

Menengah melalui lembaga keuangan bukan bank dilaksanakan oleh 
BLUD Dana Bergulir. 

(2) Bentuk dana bergulir adalah berupa uang. 
(3) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berasal dari APBD, 

pendapatan dari nilai tambah, pengembalian pokok pinjaman, dan 
hi bah. 

(4) Dana Bergulir merupakan dana yang memenuhi karakteristik sebagai 
berikut: 
a. merupakan bagian dari keuangan daerah; 
b. dicantnmkan dalam APBD dan/ atau laporan keuangan; 
c. dimiliki, dikuasai, dan/ atau dikendalikan oleh PA/KPA; 

Pasal 35 
(1) Kegiatan pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah dilaksanakan oleh Bank yang ditunjuk oleh Bupati. 
(2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng) ), BAPERRA, 
danBPRBKK. 

(3) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam menyalurkan 
kegiatan pembiayaan dan penjaminan Usaha Milcro, Kecil dan 
Menengah dapat menggunakan kantor kas yang berada di 
kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Batang untuk 
memudabkan pelayanan. 

(4) Untuk menggairahkan usaha perekonomian masyarakat melalui 
Usaha Mila-o, Kecil dan Menengah, maka dalam pelaksanaan 
pinjaman kepada Bank diberikan subsidi bunga sampai dengan 4 
(empat) persen per tahun. 

BABX 
PENUNJUKAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK 

PELAKSANA PINJAMAN 

Pasal 34 
Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam 
bidang pembiayaan dan penjaminan dengan: 
a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja 

dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses 
terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan 

b. mengembangkan Iembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi 
lembaga penjamin ekspor. 

Bagian Kedua 
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah 

a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; 
b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit 

atau pinjaman; dan 
c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta 

manajerial usaha. 
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Pasal 38 
(1) Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh BLUD-Unit Kerja. 
(2) Penetapan BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilak:ukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai pengelolaan keuangan BLUD. 

BAB XI 
PENGELOLA DANA BERGULIR 

Pasal37 
(1) Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) 

huruf a, merupakan semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat 
diniJai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
barang yang dapat clijadikan milik Daerah berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah. 

(2) Dicantnmkan dalam APBD dan/atau Laporan Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b mempunyai pengertian 
bahwa dana bergulir dimasukkan dalam siklus APBD / APBD 
Perubahan dan/ atau Laporan Keuangan PA/KPA. 

(3) Dimiliki, clikuasai, dikendalikan, dan/atau dikelola oleh PA/KPA 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c mempunyai 
pengertian bahwa PA/KPA mempunyai hak kepemilikan Dana 
Bergulir, penguasaan Dana Bergulir dan/ atau kewenangan dalam 
melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain 
dalam rangka pemberdayaan Dana Bergulir. 

(4) Ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d mempunyai pengertian 
bahwa PA/KPA/pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 
dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan mengenakan 
bunga/bagi hasil selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana 
Bergulir, atau PA/KPA/pihak: ketiga yang cliberi kewenangan oleh 
PA/KPA dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan tidak 
mengenakan bunga/bagi hasil dengan tujuan tertentu yang 
clitetapkan oleh Bupati. 

(5) Perkuatan modal sebagaimana climaksud dalam Pasal 36 ayat (4) 
huruf e mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan 
untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima Dana 
Bergulir. 

(6) Dapat ditarik kembali sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 36 ayat (4) 
huruf f mempunyai pengertian bahwa dana tersebut dapat clitarik 
secara fisik oleh PA/KPA/pihak: ketiga yang cliberi kewenangan oleh 
PA/KPA dari penerima Dana Bergulir untuk digulirkan kembali. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan dan penarikan diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

d. disalurkan atau dipinjamkan kepada pelaku usaha mikro, usaha 
kecil, dan usaha menengah; 

e. ditujukan untuk perkuatan modal usaha mikro, usaha kecil, dan 
usaha menengah; dan 

f. dapat ditarik kembali suatu saat. 
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Pasal 40 
( 1) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir menggunakan lembaga 

perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PA/KPA/ BLUD­ 
Unit Kerja dan lembaga perantara hams melakukan perikatan. 

(2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam 
bentuk surat perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban kedua 
belah pihak. 

(3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 
memuat: 
a. para pihak yang terikat; 
b. objek perikatan; 
c. jangka waktu perikatan; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. keadaan memaksa/ force majeure; dan 
f. sanksi. ' 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam penyaluran Dana Bergulir 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 39 
(1) PA/KPA/Pimpinan BLUD-Unit Kerja dapat menyalurkan Dana 

Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan atau tanpa lembaga 
perantara. 

(2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, atau 
SKPD di bidang pembiayaan yang menerapkan PPK-BLUD. 

(3) Lembaga perantara berupa lembaga keuangan bank dan lembaga 
keuangan non-bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berfungsi sebagai penyalur dana (channeling) atau pelaksana 
pengguliran dana (executing). 

(4) Lembaga perantara berupa SKPD di bidang pembiayaan yang 
menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 
berfungsi sebagai penyalur dana (channeling). 

(5) Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana (channeling) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dalam hal lembaga 
tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana 
Bergulir dan tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana 
Bergulir. 

(6) Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana 
(executing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dalam hal 
lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan 
menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih 
kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap 
ketidaktertagihan Dana Bergulir. 

BAB XII 
PENYALURAN DANA BERGULIR 
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Pasal43 
Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa1 42 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan 
mengembangkan Usaha Mikro, . Kecil, dan Menengah, yang menjadi 
plasmanya dalam: 
a. penyediaan dan penyiapan lahan; 
b. penyediaan sarana produksi; 
c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; 
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; 
e. pembiayaan; 
f. pemasaran; 
g. penjaminan; 
h. pemberian informasi; dan 
i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi 

dan produktivitas dan wawasan usaha. 

Pasal 42 
Kemitraan dilaksanakan dengan pola: 
a. inti-plasma; 
b. subkontrak; 
c. waralaba; 
d. perdagangan umum; 
e. distribusi dan keagenan; dan 
f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama 

operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran 
( outsourching). 

Pasal41 
( 1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, 

mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling 
membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. 

(2) Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan 
antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar 
mencakup proses a1ih keterampilan di bidang produksi dan 
pengolahan, pemasaran, permod.alan, sumber daya manusia, dan 
tekn.ologi. · 

(3) Dinas Teknis yang terkait mengatur pemberian insentif kepada Usaha 
Besar yang melak:ukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi 
ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna 
dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan. 

Bagian Kesatu 
Kemitraan 

BAB XIII 
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA 
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Pasal48 
Dalam hal Usaha Milcro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha 
dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasa147 
Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, Usaha Besar dan/ atau 
Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang 
danjasa kepada Usaha Milcro dan/atau Usaha Kecil. 

Pasal46 
( 1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, dapat dilakukan 
dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau 
penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . oleh 
Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. 

(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha 
Beser dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi 
Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu 
barang dan jasa. 

(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan 
salah satu pihak. 

Pasal 45 
(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba 

sebagaimana dimaksud da1am Pasal 42 huruf c, memberikan 
kesempatan dan mendahulukan Usaha Milcro, Kecil, dan Menengah 
yang memiliki kemampuan. 

(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan 
penggunaan barang dan/ atau bahan hasil produksi dalam negeri 
sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan 
dan/ atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. 

(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk 
pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, 
dan pengembangan kepada penerima waralaba secara 
berkesinambungan. 

Pasal 44 
Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana 
dimaksud Pasal 42 huruf b, untuk memproduksi barang.dan/ataujasa, 
Usaha Besar memberikan dukungan berupa: 
a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/ atau 

komponennya; 
b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara 

berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; 
c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; 
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; 
e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak 

merugikan salah satu pihak; dan 
f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak. 
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Pasal 52 
(1) Setiap Usaha Milera, Kecil, dan Menengah dapat membentukjaringan 

usaha. 
(2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 

bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh 
kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. 

Bagian Kedua 
Jaringan Usaha 

Pasal 50 
( 1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis dan 

setidaknya harus mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban 
masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan 
penyelesaian perselisihan. 

(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 
kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar. 

(4) Dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan 
hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. 

(5) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh 
lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan 
usaha. 

(6) Bupati membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha daerah 
untuk memantau pelaksanaan kemitraan dan mengawasi persaingan 
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5}. 

Pasal 51 
(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, 

Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam 
pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50. 

(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/ atau menguasai Usaha 
Mikro dan/ atau Usaha Kecil mitra usahanya. 

Pasal49 
Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar 
dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan 
kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 
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Pasal 55 
( 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah 
ini. 

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1} adalah: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan 
dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah; 

BAB XVI 
PENYIDIKAN 

Pasal 54 
( 1) Setiap pelalru UMKM yang melanggar ketentuan yang berlalru serta 

Usaha besar yang melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (1) dikenakan 
sanksi administratif sanksi penghentian atau penutupan tempat 
penyelenggaraan usaha. 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa : 
a. teguran tertulis; 
b. pengembalian dana atau ganti rugi; 
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; 
d. pembekuan izin usaha, dan 
e. pencabutan izin usaha. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XV 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 53 
( 1) Bupati melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
(2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan Daerah 
yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan 
program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian 
umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan 
pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

BAB XIV 
KOORDINASIDANPENGENDALIANPEMBERDAYAAN 

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 
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Pasal 57 
Dengan ditetapkanya Peraturan Daerah ini, maka semua bukti legalisasi 
usaha yang berkaitan dengan UMKM yang telah ada sebelum ditetapkan 
Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa 
berlakunya berakhir. 

BABXVIll 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 56 
( 1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 

mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat 
usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa 
untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah d.iancam pidana dengan pidana kunmgan paling lama 3. 
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000, - (lima puluh 
juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak 
pidana pelanggaran. 

BAB XVII 
KETENTUAN PIDANA 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan 
Usaha Milera, Kecil dan Menengah; 

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain; 

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang basil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah; 

g. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah; 

h. menghentikan penyidikan; 
1. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/ atau membuat 

rekaman audio visual; dan 
j. melalru.kan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, 

dan/ atau tempat lain yang diduga merupakan tempat 
dilakukannya tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah. 
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LEMBARANDAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA 
TENGAH: (1/2017); 

Diundangkan di Batang 
pada tanggaj Maret 2017 

Ditetapk:an di Batang 
pada tanggal Maret 201 7 

Pasal 58 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang. 

BAB XIX 
KE:fENTUAN PENUTUP 

santoso
Typewritten text
7

santoso
Typewritten text
7

santoso
Typewritten text
Plt. BUPATI BATANG,

ttd


NASIKHIN

santoso
Typewritten text
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd


NASIKHIN

santoso
Typewritten text
1

LENOVO PC
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001 
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I. UMUM 
Pembangunan daerah yang mencakup seluruh aspek 

kehidupan diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan 
pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan 
pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, 
serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Masyarakat 
adil dan makmur yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haru.s diwujudkan 
melalui pembangunan perekonomian daerah berdasarkan demokrasi 
ekonomi. 

Dalam rangka demokrasi ekonomi, maka Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah perlu diberdayakan. Pemberdayaan dalam hal ini 
sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, 
peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur 
perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan 
berkeadilan. 

Pemberdayaan Usaha Milcro, Kecil, dan Menengah 
diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan 
berkesinambungan. Pemberdayaan Usaha Milcro, Kecil, dan 
Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas 
lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas 
kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan 
dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan 
ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain 
itu, Usaha Milcro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama 
ekonomi daerah yang harus memperoleh kesempatan utama, 
dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai 
wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi 
rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha 
Milik Daerah. 

Meskipun Usaha Milcro, Kecil, dan Menengah telah 
menunjukkan peranannya dalam perekonomian daerah, namun 
masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang 
bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan 
pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, 
permodalan, serta iklim usaha, Untuk meningkatkan kesempatan, 
kemampuan, dan perlindungan Usaha Milcro, Kecil, dan Menengah, 
telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, 
pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu 
dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan 
perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR 1 TAHUN2017 

TENTANG 
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN 

MENENGAH 
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Yang dimaksud dengan "Transparan", berarti 
pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus 
dilakukan secara terbuka khususnya pada Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada 
umumnya. 
Yang dimaksud dengan "Akuntabel", berarti 
pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus 
mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat 
sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan. 
Yang dimaksud dengan "Berkeadilan", berarti 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Hurufa 

Cukup jelas. 
Pasal4 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
perlu diberdayakan dengan cara: 
a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah; dan 
b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 
Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran 

serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
perekonomian daerah, maka pemberdayaan tersebut perlu 
dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat 
secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam 
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang sating 
melengkapi dengan peraturan daerah ini. 

Peraturan daerah ini disusun dengan maksud untuk 
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum 
struktur dan materi dari peraturan daerah ini memuat tentang 
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, 
Pemberdayaan, Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan, Kriteria 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Penumbuhan Iklim Usaha dan 
Perlindungan Usaha, Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan 
Penjaminan, Penunjukan Bank Pelaksana Pinjaman, Kemitraan dan 
Jaringan Usaha, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, 
Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. 
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Kriteria Usaha Milcro, Kecil dan Menengah di dalamnya 
termasuk juga Industi Kecil dan Menengah. 
Oleh karena lndustri Kecil dan Menengah tergolong 
batasan Usaha Kecil dan Menengah menurut Undang­ 
undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah, maka batasan Industri Kecil dan 
Menengah didefinisikan sebagai berikut: 
a. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau · bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 
Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memili.ki 
kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

Hurufc 
Cukup jelas. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Hurufe 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 

memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak 
diberdayakan clan tidak mengarah untuk memberi 
keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan 
atau dasar apapun. 
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Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "bank data dan jaringan 
informasi bisnis" adalah berbagai pusat data bisnis dan 
sistem informasi bisnis yang dimj)jki pemerintah atau 
swasta. 

Yang dimaksud dengan "memberikan keringanan tarif 
prasarana tertentu" adalah pembedaan perlakuan tarif 
berdasarkan ketetapan Pemerintah Daerah baik yang 
secara langsung maupun tidak langsung dengan 
memberikan keringanan. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah}. 

b. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 
orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 
Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki 
kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 
termasuk tanab dan bangunan tempat usaha; atau 
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 
(lima puluh milyar rupiah). 

Batasan mengenai skala usaha menurut BPS, yaitu 
berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja sebagai 
berikut: 
a. Industri Kecil : 5 - 19 orang 
b. Industri Menengah: 20 - 99 orang 

Hurufb 

Pasal 20 
Hurufa 

Hurufc 

Hurufb 

Pasal 19 
Hurufa 

Hurufb 

Pasal 18 
Hurufa 

Pasal 17 

Pasal 16 



Hurufb 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukupjelas 

Hurufa 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Hurufc 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Hurufe 
Cukup jelas. 

Huruff 
Cukup jelas. 
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Yang dimaksud dengan "menyederhanakan tata cara 
dan jenis perizinan", adalah. memberikan kemudahan 
persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang 
seluas-luasnya. 
Yang dimaksud dengan "sistem pelayanan terpadu satu 
pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 
terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat 
berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut: 
a. kesederhanaan dalam proses; 
b. kejelasan dalam pelayanan; 
c. kepastian waktu penyelesaian; 
d. kepastian biaya; 
e. keamanan tempat pelayanan; 
f. tanggungjawab petugas pelayanan; 
g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; 
h. kemudahan akses pelayanan; dan 
L kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan. 

Pasal 21 
Hurufa 

Penguasaan pasar clan pemusatan usaha harus dicegah 
agar tidak merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

Hurufg 
Cukup jelas. 

Huruff 

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar 
dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain 
mempunyai posisi yang sepadan dan · sating 
menguntungkan. 

Hurufe 
Cukup jelas. 

Hurufd 

Hurufc 
Cukup jelas; 
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Yang dimaksud dengan "kemampuan rancang bangun" 
adalah kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan 
usaha. 

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi 
dalam menjaga kualitas produk. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "inkubator" adalah lembaga 
yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha 
baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan 
usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sebagai mitra usahanya. lnkubator yang dikembangkan 
meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator 
lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya 
ekonomi lokal. 
Yang dimaksud dengan "Iembaga layanan 
pengembangan usaha" (bussines development services­ 
providers) adalah lembaga yang memberikan jasa 
konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan 
Usaha Milao,. Kecil, dan Menengah. 
Yang dimaksud dengan "konsultan keuangan mitra 
bank" adalah konsultan pada lembaga pengembangan 
usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan 
pendampingan kepada Usaha M.ilcro, Kecil, dan 
Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan 
dan/ atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain 
bank. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "memprioritaskan" adalah untuk 
memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Cukup jelas. 

Hurufd 

Hurufc 

Hurufb 

Pasal 27 
Hurufa 

Pasal 26 

Pasal25 

Pasal24 

Pasal 23 

Hurufj 

Hurufi 

Hurufg 

Hurufh 
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Cukup jelas. 
Pasal 36 

Cukup jelas. 
Pasal 35 

Cukup jelas. 
Pasal34 

Cukup jelas. 
Pasal 33 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk 
Usaha Mikro berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat 
dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Milcro 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Hurufb 
Culrup jelas. 

Hurufc 
Cukup jelas. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

Hurufe 
Cukup jelas. 

Huruff 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Hurufa 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Cukup jelas. 
Hurufc 

Cukup jelas. 
Hurufd 

Cukup jelas. 
Hurufe 

Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi 
kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah yang ditujukan untuk menetapkan 
kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna 
pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan 
usaha barn. 

Pasal 28 
Hurufa 

Yang dimaksud dengan "'kemampuan perekayasaan" 
(engineering) adalah kemampuan untuk mengubah 
suatu proses, atau cara pembuatan suatu produk 
dan/ atau jasa. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "kesempatan pemilikan saham" 
adalah bahwa Usaha Mikro, Keeil, dan Menengah 
mendapat prioritas dalam kepemilikan saham Usaha 
Besar yang terbuka (go public}. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 

Pasal46 
Cukup jelas. 

Pasal47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
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